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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 49\ TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL TUNAS BANGSA

RABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALTMANTAN SEI.ATAN '

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal

8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah, perlu memberikan izin operasional
terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan
Selatan,;

. bahwa dalam rangka meningkatkan akses

pendidikan madrasah yang bermutu, perlu
memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
administratif, teknis, dan kelayakdn yang telah
ditetapkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu  menetapkan Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan
Selatan tentang Penetapan Izin Operasional
Pendirian Raudhatul Athfal Tunas Bangsa
Kabupaten Tanah Laut;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesian Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);



Undang-undang Nomor 14‘Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a_.l:n.R]-.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nemor 4408) sebocaimana tolah diubah deugan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
téntang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomaor
4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9],
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang  Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058); i

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan  dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);




8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang  Standar Sarana dan
Prasarana  untuk Sekolah  Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrarah

Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah:

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan  Agama Islam pada  Sekolah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Ferubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementernian Agama;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor
90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tahun
1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian
Wewenang di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

YAH

enetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILA

= ¥ KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
TUNAS BANGSA KABUPATEN TANAH LAUT.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrafah
kepada madrasah sébagaimiana ieicanium  daiam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

ipind; CANmer



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

RELIMA

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang

bersangkutan wajib;

a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama vang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah
peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan
pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan
tenaga kependidikan; dan/atau

R

b. ?‘.‘!E:‘!g.‘:j'.:!:::‘. ‘.n..uuni;ﬁrﬁ_rj v;bl.i..i:lbi ﬂk!ﬂditﬂ&i
sekolah/madrasah  kepada  BAP-S/M  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA hurml a diniai
memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b
mendapat peringkat minimal C, maka 1zin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum XKESATU tetap

] T
LCllanu.,

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai
memenuhi standar pelavanan minimal

pe]'l_"v’l"’ﬂng_garaan Fw_lnd_ld:'}rﬂv: dﬂ-"‘-;":‘-:ﬂlﬁ hosil Hnﬁeditaaj

sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b ddak
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalarp Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Banjaumasin

pada tanggal 29 Nopember 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
"KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
; ~KALIMANTAN SELATAN
Fd "‘.... -




LAMPIRAN

KEPUTUSAN  KEPALA  KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN  AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR £181  TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN 1ZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL TUNAS BANGSA

KABUPATEN TANAH LAUT

TENTANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

MNama Madeannls
ok tnAssans afaddhdd Ldwslgdd

MRaudbiatul Athifnd Tunas Bangsa

. Nomor Statistik Madrasah

101263010014

; Alamat Madrasah
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Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Nopember 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
—~KEN ENTERIAN AGAMA PROVINSI
‘RALIMANTAN SELATAN,
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